SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM

Menimbang

KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (11) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan
pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (11) Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa
pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan
dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
mcnyatakan bahwa dalam kcadaan darurat,

pemerintah provinsi dapat melakukan pengeluaran
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yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD,
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan
Pengeluaran untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan
Darurat;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11.

12.

13.

-4 -

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6176);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6207);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif @ Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun
Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;
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20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2010 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2017 Nomor 12);

22. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor
92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor
34);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN
PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM
KEADAAN DARURAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—
luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Keadaan darurat adalah bukan merupakan kegiatan
normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya dan tidak diharapkan terjadi
secara berulang serta berada di luar kendali dan
pengaruh Pemerintah Daerah dan memiliki dampak yang
signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

7. Keperluan mendesak adalah merupakan program dan
kegiatan dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan, dan untuk keperluan mendesak lainnya yang
apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
1. Pendanaan Keadaan Darurat bertujuan untuk mendanai:
a. kegiatan yang bukan merupakan kegiatan normal
dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya
b. keadaan yang tidak diharapkan terjadi secara
berulang
c. keadaan diluar kendali dan pengaruh pemerintah
daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap APBD
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

keadaan darurat.
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2. Keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:

a.

program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah daerah dan masyarakat; dan

program dan kegiatan lain yang anggarannya harus

tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

BAB II
PELAKSANAAN PENGELUARAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

(2)

Pasal 2 angka 1 meliputi :

a.
b.

C.

tunjangan khusus Guru PNSD

dana tambahan penghasilan guru PNSD

kekurangan iuran jaminan kematian bulan Juli 2017
s.d Februari 2018

belanja tambahan penghasilan PNS Penambahan
belanja TTP PNSD

biaya tambahan penunjang operasional KDH/WKDH
belanja yang bersumber dari DBH SDA Kehutanan
Tahun 2018

belanja yang bersumber DBH Cukai Tembakau
Tahun 2018 dan SiLPA Tahun 2017

pengadaan tanah untuk kepentingan umum/Islamic

Centre

Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 angka 2 meliputi :

a.

kekurangan alokasi belanja insentif pemungutan
pajak daerah Tahun Anggaran 2018

kekurangan alokasi hutang belanja dana bagi hasil
pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2017
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c. kekurangan alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2018

d. koreksi kekurangan bagi hasil pajak provinsi kepada
Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016 untuk Kabupaten
Nias Utara

e. pembayaran atas hutang pihak ketiga yang telah
dilaksanakan pekerjaannya pada Tahun Anggaran
2017 namun belum dibayarkan

f. kekurangan alokasi belanja bantuan kepada partai
politik tahun anggaran 2018

g. kegiatan akreditasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Muhammad Ildrem

h. kegiatan Layanan Pengadaan Secara Eletronik (LPSE)

i. honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab/Kota

j- kekurangan alokasi belanja kebutuhan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

k. kekurangan alokasi belanja perjalanan dinas
Sekretaris Daerah

l. kekurangan alokasi belanja langganan layanan daya
dan jasa

m. kekurangan alokasi belanja makan dan minum rapat
paripurna Dewan
kekurangan alokasi jasa administrasi perkantoran

o. kegiatan Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2018

p. gaji Tenaga Harian Lepas Kegiatan Monev Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Erupsi
Gunung Sinabung Tahun 2018

q. belanja sewa gedung/gerai samsat.

Pasal 4
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2018.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 19 Oktober 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Pelaksana,

IS

TAHI TULUS P. NAIBAHO

Pembina (IV/a)
NIP.19640318 199803 1001



